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[bookmark: _Toc213640544]BAB I 
PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc210036204][bookmark: _Toc213640545]Latar Belakang 
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik menjadi tuntutan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Masyarakat kini menaruh perhatian besar terhadap bagaimana dana publik dikelola secara terbuka, efisien, dan bertanggung jawab. Laporan keuangan pemerintah tidak lagi sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen utama untuk menilai kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Peran laporan keuangan sangat krusial dalam mendukung penerapan Good Governance, karena memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar efisien, bertanggung jawab, serta dapat diakses oleh publik (Mardiasmo, 2018).
Salah satu wujud keberhasilan pemerintah adalah terciptanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas. LKPD dianggap baik apabila memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam mengelola keuangan publik, tetapi juga menghadapi tuntutan akuntabilitas yang tinggi. Sebagai bentuk respon terhadap tuntutan tersebut, Badan  Pelaksana  Keuangan  Daerah  (BPKD)  menetapkan kebijakan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Indonesia pada tahun 2006. Pemerintah mengeluarkan SIMDA untuk membantu pengelolaan keuangan daerah proses penganggaran dan administrasi melalui akuntansi dan pelaporan, baik di tingkat SKPKD (badan pelapor) maupun di tingkat SKPD (badan akuntansi).
Perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak berhenti pada implementasi SIMDA saja. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD berfungsi mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara elektronik. Kehadiran sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi data, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. SIPD berfungsi mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara elektronik. Meski SIPD telah diterapkan, efektivitas pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini berdampak pada kelancaran proses pelaporan keuangan daerah. Bahkan, sebagian besar laporan keuangan daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Good Governance.
 Selain aspek sistem informasi, tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance juga menjadi kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Good Governance menekankan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan daerah dijalankan secara terbuka serta berpihak pada kepentingan publik. 
Di sisi lain, Sistem Pengendalian Internal (SPI) berperan penting sebagai mekanisme pengawasan yang menjamin keandalan informasi keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi. SPI yang efektif membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, melakukan pemantauan, dan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem ini menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Namun, dalam praktiknya, penerapan ketiga unsur tersebut SIPD, Good Governance, dan SPI belum sepenuhnya berjalan optimal di berbagai daerah. Hambatan yang kerap muncul meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, inkonsistensi data antara dokumen manual dan sistem digital, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, belum semua instansi menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan pengendalian internal yang memadai, sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disajikan. 
Kondisi tersebut juga terlihat di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan data dari BPK, opini yang diberikan pada Pemerintah Daerah Kutai Timur pada tahun 2020-2021 yaitu WDP, sedangkan pada tahun 2022-2023 yaitu WTP, hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan namun masih memerlukan perhatian khusus. Ini mencerminkan bahwa laporan yang tampak baik secara administratif belum tentu bebas dari masalah utama dan tata kelola keuangan. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang menunjukkan masih terdapat aspek-aspek pengendalian dan sistem pencatatan yang perlu ditingkatkan. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya penerapan sistem informasi, tata kelola, dan pengendalian internal di lapangan.
Selain itu, penelitian terdahulu juga memperlihatkan hasil yang belum konsisten. Sebagian studi menunjukkan bahwa penerapan SIPD, Good Governance, dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Kadek, 2024; Agatha, 2020), sementara penelitian lain menunjukkan hasil berbeda (Lumuly, 2024; Mustaqmah, 2022). Ketidakkonsistenan ini membuka ruang penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana ketiga faktor tersebut benar-benar berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat kebijakan dan praktik pelaporan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, serta berbasis teknologi.
1.2 [bookmark: _Toc213640546]Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah penerapan SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kutai timur?
2. Apakah Good Governance berpengaruh terhadap kualitas laporan Pemerintah Daerah Kutai Timur?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kutai Timur?
1.3 [bookmark: _Toc213640547]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. 
2. Untuk menganalisis pengaruh Good Governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Timur 
3. Untuk menganaslisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kutai timur.
1.4 [bookmark: _Toc213640548]Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan untuk mengetahui sejauh mana variabel yang mempengaruhi penerapan aplikasi SIPD, Good governance dan Sistem pengendalian internal pada OPD di Kutai Timur. 
2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengoptimalkan penggunaan SIPD, penerapan prinsip Good Governance dan sistem pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kutai Timur
3. [bookmark: _Toc213640549]Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan atau referensi bagi pengembangan kajian administrasi publik khususnya pada topik tata kelola berbasis sistem informasi untuk memperkaya hasil penelitian serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis selanjutnya
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc213640550]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc213640551]Teori keagenan (agency theory)
Menurut Supriyono (2018:63), teori keagenan (agency theory) merupakan pendekatan yang menggambarkan hubungan antara prinsipal (pihak yang memberikan kontrak) dan agen (pihak yang menerima kontrak), di mana prinsipal menunjuk agen untuk melaksanakan tugas demi mencapai tujuan tertentu. Dalam hubungan ini, agen diberikan wewenang untuk mengambil keputusan. Teori ini juga berkaitan dengan praktik perataan laba (income smoothing), yang menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal akibat perbedaan tujuan atau motivasi di antara keduanya.
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui konsep hubungan prinsipal-agen. Dalam konteks ini, pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal, sementara pemerintah daerah berfungsi sebagai agen. Hal ini disebabkan oleh status Indonesia sebagai negara kesatuan, di mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab ganda, yaitu kepada masyarakat yang memilihnya serta kepada pemerintah pusat sebagai otoritas yang lebih tinggi. Sebagai agen, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas dan kegiatannya kepada pihak yang berwenang. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan, penyajian, pelaporan, serta pengungkapan informasi dalam bentuk laporan keuangan atas semua tanggung jawab yang telah dijalankan (Regina, 2019).
Penerapan teori agensi dalam proses penganggaran di sektor publik memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sektor swasta. Di sektor publik, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan, pemerintah yang berperan sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang relevan dan bermanfaat. Informasi tersebut dibutuhkan oleh para pengguna, yang bertindak sebagai prinsipal, guna menilai tingkat akuntabilitas pemerintah serta mendukung pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, maupun politik (Nurchasanah dan Mildawati, 2018).
Dalam teori keagenan, terdapat kondisi yang disebut asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi antara pihak agen dan prinsipal. Sejumlah pandangan menyatakan bahwa setiap individu cenderung bertindak untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, agen sering memanfaatkan ketimpangan informasi dengan menyembunyikan sebagian informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal demi keuntungan dirinya sendiri. Adanya ketimpangan informasi secara signifikan mendorong terjadinya kecurangan dalam pelaporan akuntansi. Selain itu, agen yang memiliki kecenderungan bertindak tidak etis lebih rentan untuk menyalahgunakan informasi yang dikuasainya demi kepentingan pribadi, sehingga memperbesar potensi terjadinya kecurangan (Lis Djunair, 2021).
Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan terbaik bagi prinsipal.
2.1.2 [bookmark: _Toc213640552]Sistem informasi pemerintah daerah
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dirancang untuk mendukung pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Menurut Tumija & Erlambang (2023), SIPD merupakan inovasi pemerintah pusat untuk membantu perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, terutama anggaran, dengan cakupan sistem informasi pembangunan, keuangan, dan sistem pemerintahan lain. Dengan menerapkan SIPD, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan publik.
Diperlukan indikator kualitas SIPD yang dapat menjadi acuan evaluasi implementasinya untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut tercapai, umumnya meliputi: cakupan fungsi (misalnya meliputi informasi pembangunan dan keuangan), tingkat integrasi data antar unit kerja, keandalan dan ketersediaan sistem, kemudahan penggunaan bagi pegawai, serta dukungan infrastruktur TI (server, jaringan) yang stabil. Sebagai contoh, SIPD seharusnya memungkinkan tersedianya data real-time untuk perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Keberhasilan SIPD diukur pada aspek seperti efektivitas penyediaan informasi, kelancaran proses perencanaan, dan peningkatan kolaborasi antar-organisasi perangkat daerah.
Dalam praktiknya, penerapan SIPD di berbagai daerah menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada kesiapan dan kondisi masing-masing pemerintah daerah. Berbagai studi empiris mengamati implementasi SIPD di berbagai daerah, Vitriana (2023) menemukan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru belum optimal, sistem tersebut belum efektif mendukung pengelolaan informasi keuangan daerah. Kendala yang diidentifikasi meliputi keterbatasan SDM, infrastruktur yang kurang memadai, serta koordinasi antar-OPD yang lemah. Di sisi lain, studi Meynaldi & Rosalina (2024) menegaskan bahwa SIPD berperan penting dalam akses informasi pembangunan daerah; koordinasi dengan pengelola informasi keuangan (BPKAD) diperlukan agar SIPD bekerja optimal. Dengan demikian, literatur terbaru menunjukkan bahwa meski SIPD memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan daerah, implementasinya masih menghadapi hambatan teknis dan kelembagaan.
2.1.3 [bookmark: _Toc213640553]Good governance
Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keterlibatan publik dikenal dengan istilah Good Governance (Garung, 2020). Astuti (2021) menyatakan bahwa munculnya paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan dikenal sebagai governance. Dalam paradigma ini, tiga pilar utama tata kelola transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diperlakukan secara seimbang dan sejajar, dengan penekanan pada kerja sama yang harmonis. Penerapan prinsip Good Governance secara tertib dan disiplin, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan desa yang sehat dan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab. UNDP atau United Nations Development Program pada tahun 1997 memberikan prinsip-prinsip atau ciri-ciri penerapan Good Governance adalah sebagai berikut dan meliputi: 
1. Partisipasi (Participation) artinya dalam membuat keputusan unsur masyarakat harus dilibatkan di dalamnya baik itu secara langsung atau tidak langsung melalui instansi perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Supremasi hukum (Rule of law) artinya melaksanakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. 
3. Transparansi (Transparency) artinya terdapat keterbukaan terhadap publik, sehingga masyarakat dan pihak yang berkepentingan mengetahui kinerja dan kebijakan pemerintah. 
4. Cepat tanggap (Responsiveness) artinya harus cepat menyadari apa yang menjadi kepentingan publik dan segera melakukan pembenahan. 
5. Membangun konsensus (Consensus orientation) artinya melakukan orientasi terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih banyak. 
6. Kesetaraan (Equity) artinya tidak ada perbedaan gender maupun sosial dalam memperoleh layanan publik oleh aparatur. Dalam hal ini semua memiliki hak dan kesamaan dalam mendapatkan pelayanan, tidak boleh membeda-bedakan atau berlaku tidak adil. 
7. Efektif dan Efisien (Efficiency and Effectiveness) artinya terselesaikan tujuan dan upaya dengan usaha yang hemat dan tidak berlebihan. Melayani masyarakat seefektif mungkin tanpa proses yang ribet. 
8. Akuntabilitas (Accountability) artinya mempertanggungjawabkan atau berani bertanggung jawab kepada publik dari setiap kegiatan, kinerja, serta tindakan yang dilakukan. 
9. Visi strategi (Strategic vision) artinya pelaksanaan pemerintah memiliki visi kedepannya, memiliki kesatuan atau pandangan yang sama antara pemerintah dan masyarakat agar tercapainya keselarasan dan integrasi bersama. 
Berbagai indikator yang relevan digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan di tingkat daerah. Ukuran keberhasilan Good Governance di pemerintahan daerah biasanya dilihat dari tingkat partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, keterbukaan informasi anggaran, pelaksanaan pengawasan baik internal maupun eksternal, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan etika publik. Contohnya, mekanisme pengaduan masyarakat, proses pengadaan yang transparan, serta pelaporan kinerja yang dapat diakses publik menjadi tolok ukur penting. Praktik-praktik ini diyakini mampu membangun kepercayaan masyarakat dan menekan peluang terjadinya korupsi maupun penyalahgunaan wewenang (Nurhidayat, 2023). 
Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance secara konsisten berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Wardhani (2017) mencatat bahwa meskipun pengeluaran pemerintah daerah belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kinerja, keberadaan tata kelola yang baik berperan penting dalam menekan ketidakefisienan anggaran. Zhang (2019) juga menegaskan bahwa Good Governance merupakan kunci dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Di tingkat lokal, Ririhena dan Richard (2022) menyoroti masih adanya persoalan dalam hal keagenan dan akuntabilitas, yang memerlukan sistem pertanggungjawaban yang lebih terbuka. Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas sangat krusial dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah praktik oportunistik di pemerintahan daerah.
2.1.4 [bookmark: _Toc213640554]Sistem pengendalian internal
[bookmark: _Hlk209607589]Pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang melibatkan pengaruh dari sumber daya manusia serta sistem teknologi informasi, yang dirancang khusus untuk mendukung organisasi dalam meraih tujuan spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses yang terintegrasi dalam berbagai tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan beserta seluruh karyawan, guna memberikan keyakinan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, serta prosedur yang dikoordinasikan untuk melindungi aset organisasi, memverifikasi ketepatan dan keandalan data akuntansi, mempromosikan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Pengendalian internal perlu diimplementasikan se-efektif mungkin di dalam suatu perusahaan guna mencegah serta menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kerangka pengendalian atas sistem yang telah ada di perusahaan, yang melibatkan berbagai tindakan pengendalian internal, sehingga manajer dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien; dengan demikian, pengendalian internal yang memadai dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai (Tamodia, 2013). Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 terdapat 5 indikator sistem pengendalian internal yaitu:
1. Lingkungan pengendalian 
Lingkungan pengendalian meliputi sikap para manajemen & karyawan terhadap pentingnya pengendalian intern organisasi. Pengertian lingkungan pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Lingkungan pengendalian intern terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian intern serta arti pentingnya bagi entitas tersebut. Tanpa adanya lingkungan pengendalian yang efektif, keempat indikator lainnya mungkin tidak menghasilkan pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat indikator pengendalian intern lainnya.
2. Penilaian risiko
Penilaian risiko merupakan elemen kedua dalam sistem pengendalian internal. Penilaian risiko terkait pelaporan keuangan merujuk pada upaya manajemen untuk mengidentifikasi serta menganalisis berbagai risiko yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau Generally Accepted Accounting Principle (GAAP). Risiko tersebut dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Risiko eksternal memengaruhi operasional perusahaan secara menyeluruh, termasuk ancaman dari kompetitor, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, regulasi pemerintah, serta bencana alam.
Sementara itu, risiko internal lebih berkaitan dengan aset atau elemen spesifik di dalam organisasi, seperti karyawan yang kurang terlatih, staf yang kurang bermotivasi, atau perubahan peran manajemen yang menyebabkan ketidakefektifan dewan direksi dan tim audit. Manajemen memiliki tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuannya, memperkirakan tingkat dampak dari masing-masing risiko, mengevaluasi probabilitas kejadiannya, serta merancang langkah-langkah untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
3. Informasi & komunikasi
Indikator ketiga dari pengendalian intern adalah informasi dan komunikasi. Informasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Informasi yang berkualitas diidentifikasi, diambil atau diterima, diproses dan dilaporkan oleh sistem informasi. Komunikasi sudah tercakup dalam sistem informasi. Komunikasi terjadi pula dlam bentuk tindakan manajemen. Komunikasi harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas dari manajemen bahwa karyawan harus melakukan pengendalian intern dengan serius.
4. Pengawasan
Aktivitas pengawasan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian intern secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan.
5. Aktivitas pengendalian.
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur selain yang telah dimasukkan dalam keempat indikator lainnya, yang membantu untuk meyakinkan bahwa tindakan-tindakan yang penting telah dilakukan untuk mengatasi risiko-risiko dalam mencapai tujuan organisasi.
2.1.5 [bookmark: _Toc213640555]Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah adalah gambaran tentang kondisi keuangan yang menunjukkan semua transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah (Bastian, 2006). Laporan ini dibuat oleh manajemen pemerintah untuk memberi informasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) mengenai keuangan negara. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, laporan ini juga penting bagi pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang atau kemampuan untuk mengakses informasi keuangan secara langsung (Prodono dan Basukianto, 2015). Karena itu, mereka sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber informasi utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan uang negara.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip tersebut mencakup dasar pencatatan akuntansi, penggunaan nilai historis, prinsip realisasi, substansi yang lebih penting daripada bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan yang lengkap, dan penyajian yang wajar. Kualitas laporan keuangan dapat dinilai dari sepuluh ciri utama, yaitu mudah dipahami, relevan, material, andal, disajikan secara jujur, substansi lebih diutamakan daripada bentuk, netral, menggunakan pertimbangan yang masuk akal, lengkap, dan bisa dibandingkan (Bastian dalam Rahmat dan Mar’ani, 2020). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, penggunaan teknologi informasi seperti SIPD sangat dibutuhkan agar kesalahan dan ketidaktelitian dalam proses penyusunan laporan bisa diminimalkan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh empat karakteristik utama, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempatnya merupakan syarat penting agar laporan keuangan benar-benar bermanfaat bagi para penggunanya.
1. Relevan
Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang disajikan dapat memengaruhi keputusan pengguna. Artinya, laporan tersebut membantu pengguna untuk menilai kejadian masa lalu atau sekarang, memprediksi masa depan, serta memperkuat atau memperbaiki penilaian sebelumnya. Agar informasi dianggap relevan, harus memenuhi beberapa kriteria:
a. Memiliki nilai umpan balik, yaitu bisa memperkuat atau mengoreksi harapan pengguna dari masa lalu.
b. Bermanfaat untuk prediksi, artinya informasi bisa membantu pengguna meramalkan apa yang mungkin terjadi berdasarkan data masa lalu dan kondisi saat ini.
c. Disampaikan tepat waktu, agar informasi masih relevan saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.
d. Lengkap, artinya informasi mencakup seluruh data penting yang bisa memengaruhi keputusan pengguna. Penjelasan latar belakang data juga perlu disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Andal
Informasi dalam laporan keuangan harus bisa dipercaya, tidak menyesatkan, dan bebas dari kesalahan besar. Selain itu, informasi juga harus disajikan secara jujur dan dapat diuji kebenarannya. Informasi dikatakan andal jika:
a. Disajikan dengan jujur, sesuai dengan kejadian atau transaksi yang sebenarnya.
b. Dapat diverifikasi, artinya bila diuji oleh orang atau pihak yang berbeda, hasilnya tetap konsisten.
c. Netral, yakni tidak memihak kepentingan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan umum.
3. Dapat dibandingkan
Laporan keuangan akan lebih berguna jika informasinya bisa dibandingkan. Perbandingan ini bisa dilakukan: Secara internal, misalnya membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, asalkan kebijakan akuntansi yang digunakan tetap konsisten. Secara eksternal, dengan laporan keuangan entitas pemerintah lain yang menggunakan kebijakan akuntansi yang sama. Jika terjadi perubahan kebijakan, maka perubahan tersebut harus dijelaskan pada periode perubahan terjadi.


4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dimengerti oleh para pengguna. Penyajian harus menggunakan bentuk dan istilah yang sesuai dengan kemampuan pemahaman pengguna. Di sisi lain, pengguna juga diasumsikan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai aktivitas dan kondisi operasional entitas pelaporan serta bersedia mempelajari informasi yang disediakan.
2.2 [bookmark: _Toc213640556]Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan referensi penelitian penulis yang merupakan kesimpulan dari teori ilmiah yang meyakinkan, didukung oleh fakta empiris sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini:
[bookmark: _Toc210684152]Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Judul Penelitian
	Variabel
	Metode
	Hasil Penelitian

	1
	Kadek Prawira Wahyudi, 2024
	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X1), Kualitas Laporan Keuangan (Y)
	Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) 
	Optimalisasi SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi implementasi di Gianyar masih terkendala teknis dan sumber daya manusia. Diperlukan pelatihan dan peningkatan layanan sistem agar SIPD dapat mendukung pelaporan keuangan secara menyeluruh.


	2
	Ayub Jualiandro Beli, 2025
	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif asosiatif dengan populasi pegawai yang mengelola keuangan di 31 OPD di Kabupaten Bone, teknik pengumpulan data menggunakan kusioner

	Penerapan SIPD dan sistem pengendalian internal berpengaruh nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bone Bolango. 

	3
	Florencia Fiona Paat, Suji Abdullah Saleh, 2023
	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X1), Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan populasi 29 perangkat daerah pemerintah kota cimahi dan teknik pengumpulan data menggunakan kusioner, wawancara, dan observasi

	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.


	4
	Elisye Lumuly dan Rita J. D. Atarwaman, 2024
	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X1), Kualitas Laporan Keuangan (Y)
	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitaitf deskriptif, jumlah sampel 108 responden dengan  metode puposive sampling dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda
	Penerapan SIPD belum optimal, sehingga belum memberikan kontribusi berarti terhadap kualitas laporan. Efektivitas SIPD sangat penting dan terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 


	5
	Ni Kadek Novi Puspita Dewi, Elin Erlina Sasanti, Nungki Kartikasari, 2023 . 
	Pengelolaan keuangan(X1), Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah(X2), Kualitas Laporan Keuangan(Y)
	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif dan menggunakan teknik analisis SEM (Structural Equation Model)
	Pengelolaan keuangan belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemahaman SIPD terbukti signifikan memengaruhi kualitas laporan. Penggunaan SIPD yang baik membantu penyusunan laporan yang akurat, relevan, dan transparan. 


	6
	Vika Erina AgustiningTyas 2020
	Good Governance(X1), Sistem Pengendalian Internal(X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia(X3), Kualitas Laporan Keuangan (Y)
	Metode Penelitian yang digunakan ini yaitu kuantitatif dan menentukan sampel dengan purposive sampling. Jenis data yang digunakan data primer dan pengumpulan datanya menggunakan kusioner.
	Hasil penelitian menunjukan bahwa Good Governance dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang.


	7
	Tuti Herawati, Defi Nopianti, 2017
	Standar Akuntansi Pemerintahan(X1), Good Governance(X2), Kualitas Laporan Keuangan(Y)
	Metode penelitian yang digunakan yaitu survey dan jenis penelitian adalah verifikatf dengan teknik sampling jenuh atau yang biasa disebut sensus. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi.
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Good Governance memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


	8
	Istiqomah Shinta, Sri Suryaningsum, dan Sriyono 2020
	Kompetensi sumber daya manusia(X1), Standar Akuntansi Pemerintah(X2), Good Governance(X3), Sistem pengendalian internal(X4), Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah(Y)
	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode census sampling dengan 95 responden pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan  menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 20.

	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan, dan Good Governance mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

	9
	Kiki Veronica Agatha, Nur Diana 2020
	Kompetensi sumber daya manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), Good Governance (X3),Kualitas laporan keuangan (Y)
	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Purposive Sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

	Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa variabel bebas Kompensasi Sumberdaya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance berpengaruh positif terhadap variabel  Kualitas Laporan Keuangan.

	10
	Amiroh Zumar Hanifah, Haryanto 2021
	Good Governance(X1), Sistem Akuntansi Pemerintahan(X2), Pengendalian Internal(X3), Kualitas laporan keuangan(Y)
	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada populasi dan sampel yang telah ditentukan, yakni seluruh Pengelola Keuangan SKPD di BPPKAD di seluruh wilayah Jawa Tengah. Teknik analisis data menggunakan perangkat lunak PLS (Partial Least Squares).

	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penerapan sistem akuntansi pemerintah dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.



(Sumber : diolah oleh peneliti tahun 2025)
2.3 [bookmark: _Toc213640557]Kerangka Konseptual
Menurut Sugiyono (2018: 60) kerangka konseptual adalah kerangka konsep yang menghubungkan secara teoritis antara variabel independen dengan variabel dependen, dalam penelitian teori yang digunakan yaitu Teori Agensi dan  variabel independen yang digunakan yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan landasan teori yang sudah dijelaskan diatas dan rumusan masalah penelitian digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:
[image: ]
[bookmark: _Toc210684000]Gambar 2.1Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah peneliti, 2025
2.4 [bookmark: _Toc213640558]Pengembangan Hipotesis Penelitian
Menurut Sugiyono (2012: 64), hipotesis adalah dugaan awal sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian. Disebut sementara karena masih berdasarkan teori dan belum dibuktikan dengan data empiris. Hipotesis berfungsi sebagai penghubung antara teori dan observasi, serta menggambarkan harapan peneliti terkait adanya hubungan antar variabel dalam suatu permasalahan.
2.4.1 [bookmark: _Toc213640559]Pengaruh penerapan sistem informasi pemerintah daerah terhadap 	kualitas laporan keuangan 
Teori agensi menjelaskan relasi antara prinsipal (masyarakat) dengan agen (instansi pemerintah daerah), dimana agen diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan atas nama prinsipal. Namun, hubungan ini mengandung risiko asimetri informasi dan penyelewengan moral, yang menyebabkan kepentingan agen tidak selalu selaras dengan tujuan prinsipal. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berperan sebagai instrumen pengendali untuk meminimalkan ketidakseimbangan tersebut. Berdasarkan temuan Fitriani & Solikhin (2024), penerapan SIPD terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan, serta memediasi kinerja keuangan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar teori agensi, bahwa pengawasan dan pelaporan berbasis sistem informasi dapat menurunkan biaya keagenan (agency cost) dan meningkatkan akuntabilitas agen.
Lebih lanjut, penelitian oleh Paat (2023) menemukan bahwa implementasi SIPD berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. SIPD terbukti efektif dan mengalami peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota di Cimahi. Sistem informasi yang mampu menyediakan data yang real-time, akurat, dan terintegrasi memungkinkan agen (pemerintah) bertindak lebih efektif sesuai dengan harapan prinsipal (masyarakat). Dengan demikian, dalam perspektif teori agensi, SIPD bertindak sebagai sarana pelaporan dan kontrol yang mendorong agen untuk berperilaku sejalan dengan kepentingan pemerintah, sehingga berdampak positif terhadap kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam dimensi efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian teori agensi dan peneliti sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa penerapan SIPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
H₁:	Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan dan 	positif terhadap kualitas laporan keuangan
2.4.2 [bookmark: _Toc213640560]Pengaruh penerapan good governance terhadap kualitas laporan 	keuangan 
Penerapan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan salah satu mekanisme yang mampu menjembatani ketimpangan relasi antara prinsipal dan agen. Good Governance menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks teori agensi, prinsip-prinsip ini berperan sebagai alat kontrol eksternal dan internal yang mendorong agen untuk bertindak sejalan dengan kepentingan prinsipal, sehingga mengurangi biaya agensi (agency cost) dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Berdasarkan temuan Philadelphia (2020) & Tyas (2023) penerapan Good Governance terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, serta memperbaiki tata kelola pemerintah dengan keterbukaan informasi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar teori agensi, bahwa dengan prinsip Good Governance transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat mengurangi asimetri informasi (kesenjangan informasi).
Penelitian yang dilakukan oleh Agatha (2020) menemukan bahwa penerapan Good Governance memiliki pengaruh postif terhadap kualitas laporan keuangan. Good Governance membuat pemerintahan berjalan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sehingga sumber daya negara dalam pengelolaan pemerintah mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Berdasarkan uraian teori agensi dan peneliti sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa penerapan Good Governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
H2:	Good Governance memiliki dampak yang signifikan dan positif 	terhadap kualitas laporan keuangan
2.4.3 [bookmark: _Toc213640561]Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas 	laporan keuangan
Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan salah satu mekanisme kontrol yang dirancang untuk meminimalkan masalah agensi. Sistem ini memiliki lima komponen utama yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan SPIP yang efektif dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas berfungsi sebagai alat akuntabilitas yang mengurangi masalah agensi dan juga dapat meningkatkan transparansi dengan penyediaan informasi yang lebih lengkap. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Pemerintah daerah yang menerapkan SPIP dengan baik cenderug memperoleh opini audit yang lebih baik dan memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Berdasarkan temuan Tyas (2020) dan Hanifah (2021) penerapan SPIP terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, serta dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan komponen utama SPIP yaitu penilaian resiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Berdasarkan uraian teori agensi dan peneliti sebelumnya, peneliti berasumsi bahwa penerapan SIPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
H3:	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan dan positif	pada kualitas laporan keuangan
2.5 [bookmark: _Toc213640562]Model Penelitian
Dengan demikian model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
[image: ]
[bookmark: _Toc210684001]Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber: Data diolah peneliti, 2025
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[bookmark: _Toc213640563]BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc213640564]Definisi Operasional
Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Internal yang disimbolkan dengan X₁, X₂, dan X3. Serta variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disimbolkan dengan Y. Untuk mempermudah pemahaman, maka akan dijelaskan mengenai definisi operasional dan pengukuran setiap variabel dibawah ini.
3.1.1 [bookmark: _Toc213640565]Sistem informasi pemerintah daerah (X1)
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengintegrasikan secara elektronik proses perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaporan keuangan, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah. SIPD bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui penyediaan data dan informasi yang terstandar, tepat waktu, serta dapat diakses secara lintas unit kerja dan jenjang pemerintahan. 
Dalam penelitian ini, penerapan SIPD dianalisis berdasarkan tingkat pemanfaatannya dalam mendukung proses administrasi dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah, serta berdasarkan persepsi aparatur terhadap aspek kemudahan penggunaan, keandalan, dan integrasi data yang disediakan oleh sistem. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Subroto, 2023) indikator pengukuran yang digunakan pada penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu:
1. Kualitas informasi
Kualitas informasi adalah persepsi pengguna terhadap akurasi dan kelengkapan informasi yang diberikan dalam sebuah informasi. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi produk, informasi transaksi, informasi harga, informasi pelayanan dan lain-lain.
2. Kualitas layanan
Kualitas layanan sistem informasi merupakan pelayanan yang diperoleh pengguna dari pengembang sistem informasi, layanan dapat berupa update sistem informasi dan respon dari pengembang jika sistem informasi mengalami masalah.
3. Net benefit (keuntungan yang dirasakan pengguna)
Net benefit adalah dampak keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna, baik secara individual maupun organisasi. Selain itu juga, manfaat bersih juga mencakup produktivitas, peningkatan pengetahuan dan pengurangan lama waktu pencarian informasi.
3.1.2 [bookmark: _Toc213640566]Good governance (X2)
Good Governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai Timur yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mendorong terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kata good dalam Good Governance memiliki makna efektif dan efisien fungsional dari pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan. Indikator pengukuran yang digunakan untuk penerapan Good Governance berdasarkan dari UNDP yaitu sebagai berikut:
1. Transparansi
Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam memberi informasi, dan informasi yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitor oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas. Pada indikator ini ditinjau dari aspek: (1) Transparansi dalam ketersediaan informasi dan (2) Transparansi dalam pemberian pelayanan.
2. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Seperti proses pelayanan yang memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Pada indikator ini ditinjau dari aspek : (1) Penetapan fungsi atau tugas yang selaras dengan tujuan dan (2) Kepastian pelayanan tanpa diskriminasi atau benturan kepentingan.
3. Partisipasi
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Atau diartikan sebagai adanya media untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka. Pada indikator ini ditinjau dari aspek: (1) Partisipasi masyarakat dalam beraspirasi dan (2) Partisipasi dalam menjaga aturan baik pegawai atau masyarkat.
3.1.3 [bookmark: _Toc213640567]Sistem pengendalian internal (X3)
Sistem Pengendalian Internal adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, Sistem pengendalian internal pemerintah yang disingkat SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP ini didukung oleh Pengawasan Intern yang merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008. Indikator pengukuran penerapan Sistem Pengendalian Internal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Informasi dan komunikasi
Informasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Informasi yang berkualitas diidentifikasi, diambil atau diterima, diproses dan dilaporkan oleh sistem informasi. Komunikasi sudah tercakup dalam sistem informasi. Komunikasi terjadi pula dlam bentuk tindakan manajemen. Komunikasi harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas dari manajemen bahwa karyawan harus melakukan pengendalian intern dengan serius.
2. Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur selain yang telah dimasukkan dalam keempat indikator lainnya, yang membantu untuk meyakinkan bahwa tindakan-tindakan yang penting telah dilakukan untuk mengatasi risiko-risiko dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Kegiatan pengawasan atau pemantauan
Kegiatan pengawasan atau pemantauan di sektor publik meliputi penilaian secara berkala oleh manajemen terhadap kualitas sistem pengendalian internal, untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah.
3.1.4 [bookmark: _Toc213640568]Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Kualitas laporan keuangan daerah adalah standar normatif yang harus dipenuhi dalam laporan akuntansi agar tujuan pelaporannya tercapai. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memiliki kualitas yang baik, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Informasi dianggap bermanfaat jika dapat mendukung proses pengambilan keputusan serta mudah dipahami oleh para pemakainya. Karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas seperti yang diharapkan menurut PP No 71 Tahun 2010 antara lain (Inuzula, 2021):
1. Relevan
Dikatakan relevan jika informasi yang ada didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud pengguna.
2. Andal
Dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial menyesatkan.
3. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.
4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
3.2 [bookmark: _Toc213640569]Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Sugiyono (2021) menjelaskan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
3.3 [bookmark: _Toc213640570]Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2021) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, semua OPD di Kutai Timur akan menjadi populasi dalam penelitian dengan total 32 OPD. Selanjutnya dilakukan pengutipan sampel dengan teknik purposive sampling yaitu, pengambilan sampel dengan menetapkan kriteria tertentu. Sampel pada penelitian ini berjumlah 160, tiap OPD diambil 6 orang ASN yang terdiri sekretaris OPD, pejabat penatausahaan keuangan, kasubag keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, kasubag perencanaan dan program, bendahara pengeluaran, dan staf akuntansi atau pelaporan. Kriteria untuk pengambilan sampel yaitu memiliki pemahaman tentang SIPD, terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, minimal masa kerja 1 sampai 2 tahun di bidang keuangan, minimal pendidikan D3 atau S1.
3.4 [bookmark: _Toc213640571]Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Sugiyono (2021) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Sumber Data primer dari penelitian ini diperoleh dari kuesioner (angket) yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban telah tersedia kemudian responden memilah jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu.
Menurut Sugiyono (2021) sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Peneliti mendapat tambahan data melalui berbagai sumber mulai dari buku, jurnal online, artikel, berita, dan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3.5 [bookmark: _Toc213640572]Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode sensus yang berupa angket atau kusioner dalam mengumpulkan data, memberikan kusioner yang akan dijawab oleh respoden serta diberikan kepada semua sampel. Dalam penelitian ini, kuesioner daftar pertanyaan didistribusikan langsung ke bagian umum, bagian perencanaan dan keuangan disetiap OPD Kabupaten Kutai Timur. Media kuesioner akan memberikan sejumlah opsi jawaban alternatif yang sesuai dengan proporsi setiap pernyataan.
3.6 [bookmark: _Toc213640573]Pengukuran Variabel
Skala penilaian (rating scale) dari 1 sampai 5 digunakan untuk mengukur variabel bebas yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Responden diminta untuk mengevaluasi sistem dengan memberikan nilai (skor) dan dengan menambahkan tanda centang yang memungkinkan skor berkisar dari 1 hingga 5. Menurut Sugiyono (2021), skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok mengenai fenomena sosial. Pernyataan yang disajikan berupa pernyataan positif dengan pilihan jawaban yang meliputi sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, dengan rentang nilai 1 hingga 5
3.7 [bookmark: _Toc213640574]Teknik Analisis Data
[bookmark: _Toc199792489][bookmark: _Toc205478653][bookmark: _Toc209381000][bookmark: _Toc209390663][bookmark: _Toc209601241]Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) dengan software SMARTPLS untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dibuat. PLS adalah bagian dari pendekatan Structural Equation Modeling (SEM), yang berubah dari pendekatan berbasis kovarian menjadi pendekatan berbasis varian. Structural Equation Modeling (SEM) sendiri adalah metode yang digunakan untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam matematika struktural. Indikator-indikator variabel laten yang telah ditentukan sebelumnya juga digunakan. Dengan menggunakan software SEM-PLS versi 4 dapat dilakukan pengujian asumsi klasik, analisis model pengukuran (outer model), analisis model struktural (inner model) dan pengujian hipotesis.
3.7.1 [bookmark: _Toc213640575]Uji kualitas dan instrumen data
3.7.1.1 Uji validitas instrumen 
Menurut Ghozali (2021:66), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode analisis faktor.
Jika koefisien korelasi yang dinilai signifikansinya <5% (Level of Significance) menunjukkan bahwa pernyataan tersebut sudah sesuai dengan pembentuk indikator. Dasar perhitungan yang digunakan yaitu:
1. Jika signifikan <(alpha) 0,05 maka variabel tersebut dinyatakan valid
2. Jika signifikan >(alpha) 0.05 maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid 
3.7.1.2 Uji reliabilitas instrumen
Sugioyono (2014:354) menyatakan bahwa, uji reliabilitas berguna untuk mengetahui dan melihat seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur sama. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan.
Melihat apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan atau tidak, dapat dilakukan dengan pendekatan statistika yaitu melalui koefisien realibilitas, apabila koefisien realibilitas >0,06 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan dapat diandalkan (reliable).
3.7.2 [bookmark: _Toc213640576]Analisis model pengukuran (outer model)
Outer model adalah spesifikasi hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Analisa ini dilakukan untuk menentukan validitas dan reliabilitas suatu model. Outer model diuji melalui validitas konvergen, validitas diskriminan, composite reliability dan cronbach’s alpha (Ghozali, 2018). Validitas konvergen dapat ditentukan dengan mengamati korelasi antar indikator dengan konstruknya. Jika nilai outer loading > 0,7 maka dapat dikatakan reliabel. Namun berdasarkan riset tahap pengembangan skala, nilai outer loading sebesar 0,5-0,6 dapat ditolerir (Ghozali, 2018:25). 
Validitas diskriminan bertujuan untuk mendeteksi apakah konstruk memiliki nilai yang memadai. Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai average variance extracted (AVE) pada setiap konstruk dengan konstruk yang lainnya. Nilai AVE yang dihasilkan yaitu > 0,5 (Ghozali, 2018:25). Uji reliabilitas atau composite reliability harus memiliki nilai > 0,7 Pada penelitian yang bersifat confirmatory nilai 0,6 – 0,7 masih dapat ditolerir (Ghozali, 2018:25). Cronbach’s alpha juga sama dengan composite reliability¸yaitu harus memiliki nilai > 0,7 untuk setiap konstruk. Namun nilai > 0,6 masih dapat ditolerir jika penelitian bersifat exploratory (Ghozali, 2018:25).
3.7.3 [bookmark: _Toc213640577]Analisis model struktural (inner model)
Menurut Ghozali (2018 : 27), inner model merupakan penilaian dengan melakukan uji R-square (R2) dan uji signifikansi melalui path coefficient (koefisien jalur). Analisis model struktural memiliki tujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Nilai R-Square yaitu 0,75, 0,50, atau 0,25 yang menjelaskan bahwa model tersebut kuat, moderat, dan lemah.
3.7.4 [bookmark: _Toc213640578]Uji hipotesis
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode SEM PLS yang dilakukan dengan bootstrapping dengan alat analisis Smart-PLS versi 4.0. Uji hipotesis dilakukan dengan mengamati perbandingan antara nilai t hitung dant tabel. Nilai t tabel pada alpha 5% = 1,96. Apabila nilai t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel satu dengan yang lainnya. Kemudian jika nilai t hitung < t tabel maka tidak berpengaruh signifikan. Adapun kriteria uji hipotesis diuraikan sebagai berikut: 
1. H0 tidak terbukti dan Ha terbukti jika t hitung > t tabel, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 
2. H0 terbukti dan Ha tidak terbukti jika t hitung < t tabel, hal tersebut menunjukkan jika tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
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[bookmark: _Toc213640781]Lampiran 1: Kusioner
Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kutai Timur	
Untuk keperluan validitas jawaban kusioner dan analisa data, peneliti memerlukan data Bapak/Ibu sebagai responden. Mengingat data ini dapat mempengaruhi keakuratan penelitian, untuk itu dimohon Bapak/Ibu mengisi dengan sejujurnya. 
Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan diri Bapak/Ibu dengan memberi tanda (√) pada jawaban yang telah disediakan.
Nama Responden 	: ......................................................
Nama OPD 		: ......................................................
· Jenis Kelamin	:
· Pria 	
· Wanita
· Pendidikan formal terakhir : 
· SMA/SMK/Sederajat
· D3
· S1
· S2
· Rentang umur
· < 25 Tahun
· 25-35 Tahun
· 36-45 Tahun
· 46-55 Tahun
· > 55 Tahun 
· Latar Belakang Pendidikan :
· Akuntansi 
· Manajemen
· Ilmu Ekonomi
· Lain-lain, Sebutkan ..............................
· Posisi Anda saat ini 	: ................................
· Lama Anda bekerja	:
· < 1 tahun 	
· 1-3 tahun
· > 3 tahun



A. SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
[bookmark: _Hlk210488413]SS		: Sangat Setuju (Skor 5)
S		: Setuju (Skor 4)
N		: Netral (Skor 3)
TS		: Tidak Setuju (Skor 2)
STS	: Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	Kualitas Informasi
	
	
	
	
	

	1
	
Informasi dalam SIPD akurat untuk penyusunan laporan keuangan daerah
	
	
	
	
	

	2
	
Informasi yang dihasilkan SIPD relevan dengan kebutuhan pelaporan keuangan.
	
	
	
	
	

	3
	
SIPD menyajikan informasi secara lengkap
	
	
	
	
	

	4
	
Informasi yang dihasilkan SIPD dapat diakses tepat waktu saat dibutuhkan

	
	
	
	
	

	
	Kualitas Layanan
	
	
	
	
	

	5
	
SIPD mudah digunakan oleh pengguna.
	
	
	
	
	

	6
	
SIPD menyediakan informasi dengan cepat sesuai kebutuhan pengguna. 

	
	
	
	
	

	7
	
Terdapat dukungan teknis yang memadai dalam penggunaan SIPD 

	
	
	
	
	

	8
	
SIPD memiliki tingkat keamanan data yang tinggi

	
	
	
	
	

	
	Net Benefit (Manfaat Bersih)
	
	
	
	
	

	9
	
Penggunaan SIPD meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan.
	
	
	
	
	

	10
	
SIPD membantu mengurangi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan

	
	
	
	
	

	11
	
SIPD meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam pengelolaan keuangan

	
	
	
	
	

	12
	
Penggunaan SIPD memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaksanaan tugas di bidang keuangan. 

	
	
	
	
	



B. GOOD GOVERNANCE 
[bookmark: _Hlk210491896]SS		: Sangat Setuju (Skor 5)
S		: Setuju (Skor 4)
N		: Netral (Skor 3)
TS		: Tidak Setuju (Skor 2)
STS		: Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	Transparansi
	
	
	
	
	

	1
	
Informasi keuangan daerah dapat diakses dengan mudah oleh publik

	
	
	
	
	

	2
	
Laporan keuangan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
	
	
	
	
	

	
3
	
Proses penyusunan anggaran dilaksanakan secara transparan di lingkungan pemerintah daerah 

	
	
	
	
	

	

4
	
Terdapat keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran daerah

	
	
	
	
	

	
	Akuntabilitas
	
	
	
	
	

	5
	
Kegiatan keuangan daerah dilaksanakan secara dapat dipertanggungjawabkan.

	
	
	
	
	

	6
	
Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan  

	
	
	
	
	

	7
	
Mekanisme pelaporan penggunaan anggaran jelas dan mudah dipahami.

	
	
	
	
	

	8
	
Pejabat pengelola keuangan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam tugasnya 

	
	
	
	
	

	
	Partispasi
	
	
	
	
	

	9
	
Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran daerah 

	
	
	
	
	

	10
	
Terdapat mekanisme untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan keuangan

	
	
	
	
	

	11
	
Pemerintah daerah mempertimbangkan masukan stakeholder dalam pengelolaan keuangan daerah 

	
	
	
	
	

	12
	
Adanya forum atau wadah partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah

	
	
	
	
	



C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
SS		: Sangat Setuju (Skor 5)
S		: Setuju (Skor 4)
N		: Netral (Skor 3)
TS		: Tidak Setuju (Skor 2)
STS		: Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	Informasi dan Komunikasi
	
	
	
	
	

	1
	
Informasi terkait pelaporan keuangan tersedia secara relevan dan tepat waktu 

	
	
	
	
	

	2
	
Komunikasi internal antar unit kerja berjalan efektif dalam mendukung pelaporan keuangan

	
	
	
	
	

	3
	
Pimpinan secara rutin menyampaikan informasi terkait pengendalian keuangan

	
	
	
	
	

	4
	
Teknologi informasi digunakan untuk mempercepat penyampaian informasi keuangan 

	
	
	
	
	

	
	Kegiatan Pengendalian
	
	
	
	
	

	5
	
Transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku

	
	
	
	
	

	6
	
Transaksi keuangan yang signifikan memerlukan persetujuan dari pejabat berwenang sebelum diproses  

	
	
	
	
	

	7
	
Verifikasi terhadap dokumen keuangan dilakukan secara teliti dan berjenjang

	
	
	
	
	

	8
	
Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran

	
	
	
	
	

	
	Pemantauan
	
	
	
	
	

	9
	
Pengawasan internal dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pengendalian

	
	
	
	
	

	10
	
Temuan hasil audit digunakan untuk memperbaiki kelemahan sistem keuangan

	
	
	
	
	

	11
	
Pimpinan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan keuangan 

	
	
	
	
	

	12
	
Evaluasi terhadap sistem pengendalian dilakukan secara berkala dan berkesinambungan

	
	
	
	
	




D. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
SS		: Sangat Setuju (Skor 5)
S		: Setuju (Skor 4)
N		: Netral (Skor 3)
TS		: Tidak Setuju (Skor 2)
STS		: Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	Relevan
	
	
	
	
	

	1
	
Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna.

	
	
	
	
	

	2
	
Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

	
	
	
	
	

	3
	
Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan daerah secara wajar dan dapat dipercaya

	
	
	
	
	

	4
	
Laporan keuangan disusun tepat waktu agar dapat digunakan secara optimal.

	
	
	
	
	

	
	Andal
	
	
	
	
	

	5
	
Laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa kesalahan yang signifikan

	
	
	
	
	

	6
	
Data yang digunakan dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya.

	
	
	
	
	

	7
	
Proses penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

	
	
	
	
	

	8
	
Laporan keuangan mencerminkan kejujuran dalam penyajian data keuangan daerah.

	
	
	
	
	

	
	Dapat Dibandingkan
	
	
	
	
	

	9
	
Laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode untuk menilai kinerja keuangan daerah.

	
	
	
	
	

	10
	
Format dan kebijakan akuntansi digunakan secara konsisten setiap tahun.

	
	
	
	
	

	

11
	
Setiap perubahan kebijakan akuntansi dijelaskan secara transparan dalam laporan keuangan

	
	
	
	
	

	12
	
Informasi keuangan antar unit kerja disajikan dengan format yang memungkinkan perbandingan kinerja secara mudah

	
	
	
	
	

	
	Dapat Dipahami
	
	
	
	
	

	13
	
Laporan keuangan disajikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.

	
	
	
	
	

	14
	
Struktur laporan keuangan tersusun secara sistematis dan logis.

	
	
	
	
	

	15
	
Istilah teknis dalam laporan keuangan dijelaskan agar mudah dipahami oleh pengguna

	
	
	
	
	

	16
	
Laporan keuangan disajikan agar mudah dipahami oleh pengguna yang bukan berlatar belakang akuntansi

	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc213640782]Lampiran 2: Uji reliabilitas dan validitas pilot test

Model PLS
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